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ABSTRAK 
SENO WIBOWO GUMBIRA, E 0003297, ANALISIS PERTIMBANGAN 
MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA 
PENCABULAN SESAMA JENIS DI PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA, Penulisan Hukum, 2007. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan majelis 
hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dan juga hambatan-hambatan majelis hakim dalam 
memutus tindak pidana pencabulan sesama jenis. Penelitian ini dilihat dari 
tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan 
menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer 
yaitu hasil wawancara dengan para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-
undangan, laporan, arsip. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data 
kualitatif dengan model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
disimpulkan bahwa.   pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak 
pidana pencabulan sesama jenis di pengadilan negeri surakarta, yang mana 
pertimbangan tersebut meliputi segi terbukti atau tidaknya tindak pidana yang 
didakwakan dan apakah telah memenuhi asas minimum pembuktian, hal-hal yang 
meringankan dan yang memberatkan terdakwa, dan hukuman yang patut 
dijatuhkan, serta rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam putusan 
perkara tersebut terdapat beberapa keganjilan yaitu dari segi hukuman yang di 
berikan oleh terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan, pada 
pertimbangannya majelis hakim telah mengabaikan pertmbangan dari segi 
sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa dan lingkungan dimana 
terdakwa tinggal dan dibesarkan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai 
sosiologis, filosofis, yuridis. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah 
puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, mumupuni serta penguasaan 
hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis 
.Pada pertimbangan putusan perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis  
tersebut dalam hal ini apakah telah mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, 
yuridis, serta seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta memenuhi 
rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu dalam penulisan hukum ini juga 
penulis sampaikan mengenai hambatan-hambatan majelis hakim dalam memutus 
tindak pidana pencabulan sesama jenis di pengadilan negeri surakarta. . 
Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya menguji terlebih 
dahulu terhadap putusan yang akan di jatuhkan dengan the 4 way test berupa: 
Benarkah putusannya, Jujurkah aku dalam mengambil putusan, Adilkah bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan serta bermanfaatkah putusan ini, serta 
diperlukannya lembaga eksaminasi di setiap pengadilan negeri di seluruh 
Indonesia yang beranggotakan dari elemen mahasiswa dan praktisi hukum agar 
putusan yang di buat oleh hakim telah sesuai dengan asas-asas hukum yang 
berlaku baik dari segi doktrina maupun praktiknya. Dengan demikian putusan 






A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung 
diIndonesia adalah “Membangun Manusia Seutuhnya“. Hal ini berarti 
Pembangunan bertujuan untuk mengejar kemajuan lahiriah yang meliputi: 
sandang, pangan. Perumahan, dan disamping kemajuan lahiriah juga 
kebutuhan lain yang meliputi: pendidikan, rasa aman, keadilan dan kebebasan 
bertindak serta mengemukakan pendapat yang bertanggungjawab yang 
dibatasi oleh undang- undang sesuai yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 45 yang berbunyi: 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang–undang dengan maksud  
semata–mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai–nilai agama, keamanan dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis”  
 
Pembangunan nasional tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat, agar tercapai dan terpenuhinya “keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia” yang sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. 
Keberlangsungan dan keberhasilan didalam pembangunan nasional di suatu 
negara memerlukan keadaan dan kondisi situasi keamanan yang baik serta 
stabilitas Negara yang konsisten. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk 
memelihara dan mengembangkan stabilitas yang baik dan dinamis pada 
seluruh bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. 
Proses pembangunan nasional yang sedang berlangsung pada Era 
Reformasi saat ini memerlukan suatu program yang terencana mengenai 
pembangunan nasional tersebut secara berkesinambungan diseluruh bidang 
seperti yang dikemukakan diatas, maka di bentuk dan diberlakukanlah 
Undang–undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. 
Mengingat pembangunan nasional merupakan suatu proses modernisasi yang 
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membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul 
dapat berupa semakin majunya perkembangan kondisi ekonomi, dan 
penegakan hukum walaupun saat ini belum mencapai tahap yang dikehendaki 
oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedangkan dampak negatif yang 
timbul berupa kesenjangan sosial yang terjadi yang nyata didalam masyarakat 
antara lapisan sosial bawah dengan lapisan sosial atas. Hal tersebut dapat 
menimbulkan situasi perasaan iri yang mengakibatkan adanya keinginan untuk 
memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka 
orang akan cenderung melakukan dengan jalan yang melanggar hukum dan 
norma–norma yang ada didalam masyarakat yaitu melalui kejahatan seperti 
mencuri, merampok, dan sebagainya.     
Dewasa ini seiring dengan semakin majunya perkembangan nasional 
dan kemajuan budaya, sosial serta iptek, maka akan menimbulkan perilaku 
manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin 
kompleksnya dan bahkan multikompleks. Prilaku yang demikian apabila 
ditinjau dari segi hukum tentunya ada prilaku yang dapat dikategorikan sesuai 
dengan norma dan ada prilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap 
perilaku yang sesuai dengan hukum (norma) tentunya tidak menimbulkan 
masalah. Akan tetapi bagi perilaku yang bertentangan dengan hukum (norma) 
sudah tentu dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan 
masyarakat. Hal tersebut timbul karena beberapa macam faktor yang salah 
satunya yaitu masuknya kebudayaan asing kedalam lingkungan masyarakat 
dengan diterima secara langsung tanpa menyesuaikan dengan norma atau 
kaidah yang hidup didalam masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi 
kestabilan dan keharmonisan kehidupan manusia. 
Secara umum suatu kejahatan apabila ditinjau dari segi ilmu 
kriminologi dipandang sebagai kejahatan yang timbul dari gejala–gejala sosial 
yang berlangsung dan terjadi didalam kehidupan sosial. 
 Menurut Soemitro, penyebab timbulnya suatu kejahatan dapat 
dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok yaitu: 
  xvi
1. Pendapat bahwa kriminalitas disebabkan karena pengaruh dari luar diri 
pelaku. 
2. Pendapat bahwa kriminalitas disebabkan karena pengaruh dari bakat jahat 
yang dimiliki didalam diri pelaku. 
3. Pendapat yang menggabungkan kedua unsur pendapat diatas. 
(Soemitro.2000:78) 
Terlepas dari masalah penyebabnya, kejahatan itu sendiri membantu 
masyarakat untuk berkembang khususnya pada perkembangan tata hukum 
materil dan tata hukum formil. Menurut Noach dalam Soemitro, bahwa dalam 
kenyataannya pembentuk undang–undang selalu ketinggalan dengan 
perkembangan fakta sosial yang nyata. Dengan kata lain, biasanya terjadi 
dahulu suatu bentuk tindakan yang  berjalan beberapa saat, kemudian oleh 
anggota masyarakat dinilai kemudian dicela, dan dinyatakan sebagai bentuk 
tindak pidana (Soemitro.2000:3). 
Suatu kejahatan akan selalu ada didalam masyarakat yang harus 
dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan 
telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi 
sangat sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan timbul karena 
perkembangan sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut 
dapatlah dilihat dari berbagai macam kemajuan. Kemajuan teknologi 
meningkatkan arus informasi antar negara, antar benua, bahkan antar bangsa 
sehingga perubahan budaya barat dengan cepat dapat diketahui di timur, 
perubahan budaya di Eropa dan Amerika dengan cepat diketahui di Asia dan 
sebaliknya. Dengan adanya perkembangan arus informasi tersebut dapat pula 
timbul suatu kejahatan. Hal ini diakibatkan karena penyalahgunaan sarana 
informasi, contohnya seperti penyalahgunaan internet yang awal mulanya 
digunakan sebagai media pemberitaan dan berbisnis, akan tetapi sekarang ini 
banyak digunakan untuk membuka situs–situs yang bersifat pornografi dan 
pornoaksi. Dengan adanya penyalahgunaan tersebut timbulah berbagai macam 
kejahatan kesusilaan yang terjadi didalam masyarakat kejahatan kesusilaan 
terjadi tidak terlepas dari berbagai macam faktor yaitu: 
  xvii
Pertama, pada perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut 
dipengaruhi perkembangan kesusilaan jika dahulu, orang membicarakan 
tentang seks dianggap hal yang tabu, tetapi sekarang telah dibahas secara 
ilmiah dalam ilmu seksiologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar 
harian telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau 
rubrik seksiologi. 
Kedua, perkembangan “hak–hak asasi manusia“ telah menitikberatkan 
bahwa “menikmati seks” secara bebas merupakan suatu hak orang dewasa 
sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan dan tanpa pernikahan 
disebagian negara didunia dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar. 
Dahulu, jika seorang wanita dewasa melahirkan anak tanpa melakukan 
pernikahan yang sah, merupakan suatu “aib” bagi keluarganya, akan tetapi 
pada kehidupan sekarang ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Hal 
yang demikian saat ini dianggap “hak” dari yang bersangkutan dan tidak 
dinilai sebagai perbuatan tercela. Dalam hal ini berarti adanya penyalahartian 
dari hak asasi yang berkembang saat ini. (Leden Marpaung, 2004: 6). 
Ketiga, perkembangan pada bidang ilmu biologi yang berkenaan 
dengan genetika, telah menghasilkan “bayi tabung“. Kemajuan dibidang 
kesehatan untuk mencegah menularnya penyakit kelamin, sehingga 
membagikan alat kontrasepsi atau memperdagangkan secara bebas, bukan 
dianggap sebagai perbuatan tercela. Akibatnya banyak terjadinya pergaulan 
seks bebas dan berbagai masalah yang berkenaan dengan “behaviour in 
relation to sexual matter” yang sedang dalam proses penilaian masyarakat. 
Khususnya mengenai kelainan–kelainan (seks menyimpang) yang dapat 
dialami seseorang antara lain: 
1. Perempuan menyukai sejenisnya. 
2. Pria menyukai sejenisnya. 
3. Promiscuity. 
4. Zoofila (seseorang yang menyalurkan hasrat seksualmya kepada hewan). 
5. Pedofilia (orang dewasa menyalurkan seksnya kepada anak dibawah umur 
baik sejenis maupun berbeda kelamin). 
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Perilaku seks meyimpang tersebut dewasa ini merupakan hal yang 
nyata. Bahkan di Indonesia saat ini mungkin penderitanya masih relatif sedikit 
tersebut, dengan berbagai kemungkinan dapat melakukan kejahatan 
kesusilaan. Hal tersebut dikarenakan semakin sulitnya para penderita seks 
menyimpang tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, karena 
komunitas mereka yang relatif sedikit tadi. 
Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan 
“Behaviour in relation sexual matter” biasanya berbentuk pencabulan sesama 
jenis  baik yang dilakukan oleh sesama dewasa maupun dengan anak dibawah 
umur. Bagi pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya 
akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap 
anak tersebut. Dampak psikologis tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu 
kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Maka di perlukanlah 
peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan 
kesusilaan. 
   Dalam KUHP kita juga dikenal beberapa jenis kejahatan kesusilaan 
yaitu terdapat pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari Pasal 281 sampai 
dengan Pasal 303 KUHP. Pengaturan yang berkaitan dengan masalah 
“behaviour in relation sexual matter“ yaitu terdapat dalam Pasal 292 KUHP 
tentang pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur (pedofilia). 
Akan tetapi walaupun Undang-undang perlindungan anak sudah berlaku, 
banyak kasus pedolifia yang di putus dengan menggunakan Pasal 292 KUHP. 
Apabila bertitik tolak pada ketentuan KUHAP (Pasal 197 ayat (1) dan 
Pasal 199 KUHAP), hanya ditemukan tentang sistematika formal dan 
pengaturan global bagaimanakah putusan hakim itu harus dibuat. Padahal, 
apabila ditinjau dari optik praktik peradilan yang ditemukan banyak timbul 
nuansa dan permasalahan yuridis di sekitar putusan hakim. Khususnya pada 
Pasal 197 ayat (1) huruf (f) mengenai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan hukuman, di Indonesia dalam praktiknya bahwa majelis hakim 
dalam menentukan berat ringannya hukuman semata-mata hanya didasarkan 
pada penilaian subjektif hakim, dalam hal ini sebaiknya para hakim di 
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Indonesia dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman selain 
didasrkan pada penilaian subjektif hakim juga harus dilandasi keadaan 
objektif yang terdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa yang 
di tinjau dari segi sosiologis, dan psikologis terdakwa. Dalam hal ini mungkin 
di karena bagi hakim  untuk mengambil suatu keputusan atau vonis,memang 
bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan 
pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena 
rutinitas tersebut, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus 
ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada 
pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil 
suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang di buat secara asal-asalan, 
apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang 
setiap hari di tanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan 
masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah 
untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.              
(Satjipto Rahardjo,2000:20) 
Menurut Oemar Seno Adji, dalam menentukan maxima dan minima 
hukuman. Hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukum yang dijatuhkan 
terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan 
mutlak secara tidak terbatas. Ia harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya 
delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi keadaan perbuatan yang 
dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepada kepribadian dari pelaku 
perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, 
lingkungannya, sikap sebagai warganegara (Oemar Seno Adji,1984:34). 
Berdasarkan hal–hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tugas 
hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan–putusannya yang 
memang dalam menjatuhkan putusannya tersebut harus bersifat objektif. Di 
Negara Indonesia, sistim yang dianutnya adalah sistim pembuktian secara 
negatif (negatief wettelijke Bewijs Theorie) yang terdapat dalam Pasal 183 
KUHAP.  
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Menurut Yahya Harahap dari bunyi ketentuan Pada Pasal 183 KUHAP 
tersebut, ditemukan kalimat “Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah”. Maksud kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” maksud 
Pasal tersebut yaitu untuk menjatuhkan seorang terdakwa baru boleh 
dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan 
sekurang-kurangnya dua alat  bukti yang sah”. Jadi, “minimum pembuktian” 
yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya 
dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. 
(Yahya Harahap. 2003:283).   
 Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, 
peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang–Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar–benar telah 
mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang 
kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tiada lain hanya berpedoman pada 
norma–norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani 
hakim sendiri dengan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan 
yang mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan. 
Tindak pidana pencabulan sesama jenis adalah tindak pidana yang keji 
apalagi jika yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, karena akan 
menimbulkan dampak yang sangat berkepanjangan terhadap korbannya yaitu 
dapat berupa dampak psikologis perkembangan anak itu sendiri. Kebanyakan 
kasus tersebut dilakukan karena terdapatnya suatu kelainan pada diri si pelaku 
tersebut, maupun maraknya pornoaksi dan porngrafi yang terjadi didalam 
masyarakat dewasa ini. Dalam hal ini bagaimanakah pertimbangan majelis 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan sesama 
jenis tersebut mengingat bahwa pembuktian tindak pidana kesusilaan dapat 
dikatakan agak sulit dalam pembuktiaannya, dan mengingat pemeriksaan 
dalam persidangan perkara kejahatan kesusilaan tertutup, serta hal–hal apa 
yang dapat memperingan dan memperberat pemidanaan. 
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Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis dalam rangka menyusun 
penulisan hukum sebagai syarat guna menyelesaikan program kesarjanaan 
pada fakultas Hukum Sebelas Maret memilih judul: 
“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan 
Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Di 
Pengadilan Negeri Surakarta.”  
 
B. Perumusan Masalah. 
1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim berdasarkan pemeriksaan 
dipersidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana 
pencabulan sesama jenis di Pengadilan Negeri Surakarta? 
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencabulan sesama 
jenis di Pengadilan Negeri Surakarta? 
 
C. Tujuan penelitian. 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :  
1. Tujuan Objektif    
a. Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap tindak pidana 
pencabulan sesama jenis di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana 
pencabulan sesama jenis di Pengadilan Negeri Surakarta. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai  
syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis terhadap 
pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan sesama 
jenis di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis. 
a Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, 
terutama di bidang Hukum Acara pidana, yaitu menyangkut aspek 
pertimbangan majelis hakim terhadap perkara pencabulan sesama jenis 
di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta. 
b Memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemeriksaan 
dipersidangan dan aspek-aspek lain seperti hal memberatkan maupun 
hal yang meringankan terdakwa yang menjadi pertimbangan majelis 
hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis 
di Pengadilan Negeri Surakarta. 
2. Manfaat Praktis. 
a Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya tentang 
pertimbangan pertimbaangan majelis hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana pencabulan sesama jenis beserta pelaksanaan putusan 
tersebut. 
b Mencocokkan bidang Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam teori  
dengan kenyataan yang ada dalam praktik sehingga diharapkan 
terciptanya keseimbangan antara “das sein” (praktiknya) dan “das 
sollen” (teorinya). 
 
E. Metodologi Penelitian 
Berkenaan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, maka metode 
penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian 
hukum, yaitu: 
“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan 
pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala 
hukum , dengan menganalisisnya”. (Soerjono Soekanto, 1986:43). 
Dalam rangka penyusunan skripsi ini, Penulis mempergunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian. 
Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan 
jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Deskriptif artinya 
penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) 
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu                     
(Sumadi Suryabrata, 1988:19).  
2. Pendekatan Penelitian. 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif 
yaitu untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya dari tindakan atau 
perilaku dari seseorang atau lembaga. 
3. Lokasi Penelitian. 
Dalam Penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
4. Jenis Data. 
Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka 
yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, 
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk 
suatu keperluan.  
Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 
a Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan 
dan sikap atau perilaku serta hal yang berhubungan dengan obyek 
penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari 





b Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, 
diperoleh melalui studi  kepustakaan yang berupa literatur-literatur, 
himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen- 
dokumen dan arsip-arsip yang relevan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
5. Sumber Data 
a Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh 
semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi 
objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah 
para hakim di Pengadilan Negeri Surakarta 
b Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
pustaka, termasuk di dalamnya literatur, peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lain yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data. 
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Studi Lapangan . 
Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan 
memperoleh data yang akurat dan lengkap dengan cara mengadakan 
wawancara langsung terhadap para hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta.. 
b. Studi Kepustakaan. 
Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara menginventarisasi 
dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-
tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 




7. Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mempergunakan 
model analisis interaktif ( interactive model of analysis ). Analisis dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penerikan kesimpulan dengan verifikasinya.                       
( H. B. Sutopo, 2002 : 94 ). 
Model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 
      Gambar : 1 
Model Analisis Interaktif 
 
 




























Sistematika Penulisan hukum ditujukan untuk memberikan gambaran 
yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam 
Penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I  Pendahuluan 
Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang masalah,  pembatasan masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang kerangka teori yang 
melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan 
masalah yang di angkat  dalam penulisan hukum ini, yaitu: Tinjauan 
umum tentang Pedolifia serta pengaturannya dalam KUHP maupun 
didalam Undang-undang perlindungan anak, tinjauan umum tentang 
kekuasaan hakim dan kewenangannya, Tinjauan umum tentang 
pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam perkara pidana, serta 
kerangka pemikiran. 
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Bab ketiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan 
yang ingin diungkapkan berdasarkan rumusan masalah, yaitu berupa 
pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap tindak pidana 
pencabulan sesama jenis di Pengadilan Negeri Surakarta, Hambatan-
hambatan apakah yang dialami oleh majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pencabulan 
sesama jenis di Pengadilan Negeri Surakarta. 
BAB IV Penutup 




TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Kerangka Teoritik 
1. Tinjauan Umum Tentang Pedolifia Dan Pengaturannya Dalam Kuhp 
Maupun Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
 
a.  Pengertian pedofilia Secara Umum. 
Secara harfiah pedolifia ialah orang dewasa yang menyalurkan 
kepuasan biologisnya pada anak-anak baik sejenis maupun berbeda 
kelaminnya. Tindakan pedolifia dapat berupa: 
1) Perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin 
sendiri kepada anak-anak. 
2) Dengan membelai-belai, mencumbui, mendekap, dan tindakan 
manipulasi tubuh anak-anak lainnya. 
3) Melakukan hubungan seksual baik sejenis maupun berbeda 
kelamin. 
Seorang pengidap pedolifia biasanya adalah laki-laki umur 35 
sampai dengan usia 45 tahun, biasanya juga pada usia remaja. Kondisi 
mereka mengalami kelainan mental, bersifat psykopat, alkoholik, juga 
bertindak atau bertingkah asusila (Marzuki Umar Sa’abah, 2001:133). 
b. Pengaturan Pedofilia di Dalam KUHP dan Undang-Undang 
Perlindungan Anak 
 
Hukum positif di indonesia saat ini memang sudah mulai 
mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan 
penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak-anak, khususnya 
dalam masalah kasus pedolifia. Dengan di keluarkannya undang-
undang perlindungan anak yaitu Undang-undang No.23 tahun 2002 
Pada Pasal 83 yang berbunyi : 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. 
 
Sedangkan pada KUHP diatur dalam Pasal 292 dan Pasal 293 
ayat (1), (2), dan (3), berbunyi : 
Pasal 292 : “Orang yang cukup umur, yang melakukan 
perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya 
harus diduga, bahwa belum cukup umur,diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun”. 
Pasal 293 pada ayat (1), (2) dan (3), berbunyi: 
Ayat (1) : “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan 
keadaan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, 
padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya 
harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun”. 
 
Ayat (2) : “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”. 
Ayat (3) : “Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini 
adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan”. 
Dari ketiga ketentuan tersebut diperuntukan guna melindungi 
orang yang belum dewasa dari para kaum Homoseksual.  
Dari sudut hukum acara pidana, dalam menangani kasus tindak 
pidana kesusilaan terhadap kasus pedolifia yang berdampak serius 
terhadap masa depan korban, hakim dituntut mengubah sikap dan cara 
pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman yang seadil-
adilnya sesuai hukum yang berlaku, dengan memperhatikan 






2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Dan Kewenangan Hakim. 
a. Arti Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. 
Kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Undang-Undang 
No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada Bab I, Pasal 1 
berbunyi: 
 “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia”. 
Dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman dapat diartikan bahwa kekuasaan 
kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya 
terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas campur tangan (intervesí) 
kekuasaan lembaga negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, 
direktifa atau rekomendasi yang datang dari extra judicial, kecuali 
yang di perbolehkan oleh Undang-undang. Implementasi kekuasaan 
kehakiman yang merdeka tercermin dalam kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan mengadili perkara (Pontang Moerad,  2005:46). 
Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak 
diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan 
untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar 
undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, 
berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutus suatu 
perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang 
yang diadakan dan dijalankan. (Pontang Moerad, 2005:50) 
Kekuasaan kehakiman Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 
diatur dalam Bab IX yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Untuk lebih jelasnya 
dikemukakan salah satu Pasal dari bab tersebut, yaitu bunyi Pasal 24  
dan Pasal 25 sebagai berikut: 
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1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan 
keadilan. 
2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam Lingkungan 
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan 
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Pasal 25 : Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan 
sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. 
Selanjutnya, jika melihat penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar 1945 itu dapatlah diketahui bahwa pengaruh 
ajaran trias politica tampak dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Penjelasan kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:  
“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya 
lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, 
diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para 
hakim”. 
Kedudukan para hakim yang dimaksud diatas telah diatur 
dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman. Begitu juga tentang kewenangan dan tugasnya dalam 
Undang-Undang No.8 tahun 1981, khusus mengenai bidang acara 
pidana. (Pontang Moerad, 2005:132-133) 
Menurut Pontang Moerad bahwa kekuasaan kehakiman harus 
berdiri secara terpisah dengan kekuasaan negara lainnya, sesuai 
dengan ajaran trias politica, maupun yang sudah dimodifikasinya, 
memang seharusnyalah demikian. Sebab sebagaimana telah diketahui 
bahwa tugas kekuasaan kehakiman antara lain adalah mengadili 
bilamana terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Jika 
kekuasaan kehakiman tidak bebas dan merdeka, maka putusan yang 
diambil tidaklah akan objektif, tidak akan berdasarkan hati nuraninya, 
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tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, yang pada 
gilirannya kemerdekaan hak-hak asasi warga negara sebagai manusia 
tidak ada dan tidak akan dihargai lagi. (Pontang Moerad, 2005:55). 
Penulis sependapat dengan pemikiran Pontang Moerad, seperti 
yang dikemukakan diatas karena apabila suatu kekuasaan yang 
terdapat pada lembaga kehakiman bila ada intervensi dari suatu 
lembaga pemerintah akan mengakibatkan putusan hakim dalam 
memutus suatu perkara tidak akan objektif dan tidak berdasarkan hati 
nuraninya, sehingga akan mengakibatkan terciptanya ketidakpastian 
hukum, dan dapat melukai serta menghilangkan rasa keadilan dalam 
masyarakat pada umumnya. 
b. Kewenangan Hakim. 
Sedangkan mengenai kewenangan hakim dalam kapasitasnya 
ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang antara lain 
sebagai berikut : 
1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan 
dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 
ayat (3), Pasal 26 ayat (1) KUHAP). 
2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan 
uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan 
(Pasal 31 ayat (1) KUHAP). 
3) Menjaga agar terdakwa dapat memberi keterangan secara bebas di 
depan persidangan (Pasal 52 KUHAP). 
4) Memberikan “Penetapan” agar terdakwa dapat didampingi 
Penasihat Hukum/Advokat secara Cuma-cuma/prodeo ketika 
diperiksa di depan persidangan (Pasal 56 KUHAP). 
5) Memberikan ammar “rehabilitasi” yang berbunyi  “Memulihkan 
hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya” kepada seorang terdakwa yang diputus bebas atau 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 97 ayat (1) 
KUHAP). 
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6)  Memerintahkan kepada anak yang belum mencapai umur tujuh 
belas tahun untuk tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 
153 ayat (5) KUHAP). 
7) Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di 
persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah 
untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama 
berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). 
8) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas 
permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau 
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan 
dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP). 
9) Memerintahkan terdakwa agar keluar ruang persidangan untuk 
mendapatkan/mendengarkan keterangan saksi mengenai hal 
tertentu tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 173 KUHAP). 
10) Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang 
diduga telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan 
baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau 
terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP). 
11) Mengeluarkan “Penetapan” untuk menunjuk seorang juru bahasa di 
bawah sumpah atau janji terhadap terdakwa atau saksi yang tidak 
paham bahasa Indonesia dari seorang penerjemah (Pasal 177 ayat 
(1), Pasal 178 ayat (1) KUHAP). 
12) Memanggil seorang untuk dimintai keterangan ahli dan dapat pula 
agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan guna 
menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang 
pengadilan (Pasal 180 ayat (1) KUHAP). 
13) Memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang 
menjadi haknya segera setelah putusan pemidanaan diucapkan 
(Pasal 196 ayat (3) KUHAP). 
14) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara 
singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa 
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setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari, tetapi 
Penuntut Umum Belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan 
tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) KUHAP). 
15) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila 
dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintan terdakwa atau Penasihat Hukumnya   
(Pasal 221 KUHAP). 
16) Memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah 
di luar sidang serta menunjuk panitera untuk menghadiri 
pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita 
acaranya (Pasal 223 KUHAP)(Lilik Mulyadi, 2007: 78-80). 
3. Tinjauan Umum Tentang Perihal Hakikat pertimbangan hakim dan 
Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. 
 
a. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana. 
Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus 
suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan 
putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah 
majelis hakim yang barsifat rahasia. Hal tersebut terdapt pada 
ketentuan pada Pasal 182 ayat (3) KUHAP yaitu, sebagai berikut: 
“Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk 
mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan 
setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penutut umum dan hadirin 
meninggalkan ruang sidang”. 
Dan Pada ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP sebagai 
berikut: 
“Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan 
pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang 
tertua, sedangkan yang terakhir ketua majelis dan semua pendapat 
harus disertai pertimbangan beserta alasannya”. 
Didalam proses musyawarah majelis hakim saat memberi 
pertimbangan  dan pendapat beserta alasannya, selain terdapat pada 
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KUHAP juga tercantum pada Undang-undang No. 4 tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman daplam Pasal 19 ayat (4) dan (5) yaitu, 
sebagai berikut: 
“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara 
yang sedang diperikasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak terdapat 
dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berberda wajib dimuat 
dalam putusan”.  
  
 Eksistensi musyawarah majelis hakim sangatlah penting dalam 
proses menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hal tersebut 
memuat pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum memutus suatu 
perkara yang diserahkan kepadanya, mengingat pertimbangan tersebut 
sangatlah berperan dalam kapasitasnya sebagai penilaian kualitas suatu 
putusan dalam menjamin kepastian hukum bagi terdakwa didalam 
mendapatkan putusan yang adil serta jaminan hak asasinya. 
Menurut Tirtaamidjaja, hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu sebagai, 
berikut: 
1) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena 
pemerikasaan dipersidangan? 
2) Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang 
perbuatan-perbuatan itu? 
3) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh 
terdakwa itu? 
4) Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa? 
(Tirtaamidjaja, 1965:69-70). 
Sedangkan menurut wiacker untuk mencapai pidana yang 
pantas (propersentence), hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim 
adalah: 
1) Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku 
tindak pidana. 
  xxxv
2) Analisa terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak 
pidana, hakekat dakwaan, tingkat grafitasi tindak pidana. Dalam 
hal ini akan dipertimbangan pula baik hal-hal yang memperberat 
maupun yang meringankan (agravate or mistage circumstance) 
tindak pidana. 
3) pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan 
masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas, mengingat putusan yang akan 
dijatuhkan maka hakim dalam memutus suatu perkara harus 
melihat perkara yang sedang di tangani itu dari berbagai sisi dan 
juga dengan pengetahuan, pertimbangan yang cukup luas untuk 
dapat memahami kondisi objektif dan subjektif guna menjatuhkan 
putusan secara konkret serta dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga publik dapat menilai kapasitas hakim, harapannya adalah 
bahwa hakim dapat memutus dengan adil sesuai dengan hati 
nuraninya.  
b. Pengertian Dan Jenis Putusan Hakim 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 
putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak 
dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh 
kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima 
putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi 
dan sebaginya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili 
perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” 
sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, 
hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara maupun dan faktual 
serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. 
Kalau kita bertitik tolak kepada pandangan doktrina, hukum positif/ius 
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operatum atau ius constitutum, dapatlah diberikan batasan “putusan 
hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut : 
1) Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981) menyebutkan “Putusan 
Pengadilan” adalah : 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini.” 
2) Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik, 
“Putusan Pengadilan” itu adalah : 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan ammar tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 
tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”. 
 
c. Sistematika Dan Isi Putusan Hakim. 
Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi 
purusan hakim tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 197 dan Pasal 
199 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada 
ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap sistematika dan isi 
putusan hakim yang berisikan pemidanaan/veroordeling haruslah 
memenuhi aspek-aspek sebagai berikut : 
1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. 
3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 
4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 
  xxxvii
6) Pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang 
bukti. 
10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu. 
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. 
12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera. 
Dalam sistematika putusan pemidanaan yang terdapat pada 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus terpenuhi, jika tidak maka putusan 
tersebut batal demi hukum hal ini sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, kecuali yang tersebut pada 
huruf a,e,f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan 
penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi 
hukum. 
d. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana 
1) Putusan bebas (vrijspraak). 
Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 
sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan 
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“Acquittal”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena 
terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, 
terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk 
singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. 
Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP, putusan bebas/vrijspraak dapat dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim oleh karena : 
a) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 
191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim 
atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan hukum acara pidana ini. Konkretnya, secara yuridis 
dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim 
setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan 
bahwa : 
a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatieve 
wettelijke bewijs theorie) sebagaimana dianut oleh KUHAP. 
Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak 
cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta 
hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut. 
b) Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah 
terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya 
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petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa. 
2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging). 
 
Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara 
eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
atau Onslag van alle Rechtsvervolging. Pada ketentuan pasal 
tersebut diatas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
dirumuskan dengan redaksional bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum”. 
Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat 
(2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan 
pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut 
Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum, tetapi terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan 
pidana, tetapi misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, hukum 
adat ataukah putusan bebas (vrijspraak/acquital) dengan putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervoolging), menurut M. Yahya Harahap ditinjau 
perbandingan tersebut dari pelbagai segi, antara lain: 
a) Ditinjau dari segi pembuktian.  
Pada putusan pembebasan, perbuatan pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak memenuhi asas 
pembuktian undang-undang secara negatif serta tidak 
memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari 
segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa 
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cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian 
menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum 
yang diatur dalam Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang 
terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya 
perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi, tidak 
ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum 
pidana,tetapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, 
hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat. 
b) Ditinjau dari segi penuntutan.  
Pada dasarnya pembebasan, perbuatan yang dilakukan 
dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak 
pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan 
pidana. Dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada 
tidak cukup keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, 
kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak 
terbukti, terdakwa diputus bebas dan membebaskan dirinya dari 
ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana, 
seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai 
perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa Quasi tindak 
pidana. Misalnya, A dan B membuat transaksi pinjaman uang 
dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 1 
Januari 1984. Pada batas waktu yang diperjanjikan, A tidak 
dapat memenuhi pelunasan hutang. Ada kelalaian tersebut, B 
melaporkan A kepada penyidik atas tuduhan penggelapan atau 
penipuan. Memang, disini seolah-olah terjadi Quasi hukum. 
Bagi yang kurang teliti, akan menilai kasus itu merupakan 
perbuatan tindak pidana penipuan, karena A telah berbohong 
dan memperdayai B akan melunasi hutangnya pada tanggal 1 
Januari 1984. Namun, bagi yang diteliti, sebenarnya tidak 
terjadi Quasi hukum. Sebab apa yang terjadi benar-benar murni 
merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam 
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hukum perjanjian. Jadi, karena A didakwa melakukan tindak 
pidana penipuan, padahal perbuatan yang dilakukan benar-
benar bukan tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan yang 
diatur dalam hukum perjanjian, sejak semula A tidak boleh dan 
tidak mungkin dituntut dihadapan sidang peradilan pidana. 
3) Putusan pemidanaan (veroordeling). 
Putusan pemidanaan atau “veroordeling” pada dasarnya 
diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dengan redaksional 
bahwa : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana” 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim 
telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat 
dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan 
Pasal 183 KUHAP. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan 
pemidanaan, jika kalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, 
dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut 
ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu 
termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b 
KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek 
terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat 
menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau 
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 
193 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap lamanya pidana 
(sentencing atau straftoemeting) pembentuk undang-undang 
memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara 
pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti 
dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau 
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lamanya pidana ini merupakan wewenang yudex facti yang tidak 
tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex facti menjatuhkan 
pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-
undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI          
Nomor : 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993. Walaupun 
pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan 
batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani 
terdakwa, bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya 
menjatuhkan pidana tersebut tanpa dasar pertimbangan yang 
lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan 
dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (onvoldoende 
gemotiveerd) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. 
Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 202 
K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 bahwa Putusan Pengadilan 
Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana 
yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa 
yang dapat dinilai untuk menganggap pidana yang dijatuhkan 
Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah 
menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan 
hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup 
dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta 
Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut                                    
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B. Kerangka Pemikiran 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran dalam 
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Suatu kejahatan dapat timbul karena faktor pribadi seseorang, hal 
tersebut dapat diketahui dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelakunya contohnya seperti melakukan pencabulan terhadap seseorang yang 
dibawah umur. Sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan pada 
kasus tertentu terdapat pengaturan pemeriksaan sidang tertutup, hal tersebut 
berlaku pada kasus pencabulan sesama jenis tersebut.  
 Pada tahap pemeriksaan di pengadilan pada proses pembacaan 
dakwaan sampai dengan pemeriksaan dinyatakan selesai, maka majelis hakim 
yang memeriksa perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusan  mengadakan 
musyawarah majelis hakim yang diadakan secara tertutup dan bersifat rahasia. 
Pada tahap musyawarah majelis hakim, masing- masing hakim 
mengemukakan pendapatnya serta pertimbangannya berdasarkan tata urutan 
senioritas. 
Pertimbangan hakim pada umumnya mencakup sebagai berikut: 
terbukti atau tidaknya pidana yang didakwakan oleh jasa penuntut umum, dan 
apakah telah memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP, Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa dari hasil pmeriksaan sidang, Hukuman yang patut dijatuhkan 
kepada terdakwa, serta  apakah putusan yang akan dijatuhkan akan memenuhi 
rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Disamping hal tersebut  
Pertimbangan hakim juga harus meliputi pertimbangan aspek-aspek psikologi, 
sosial ekonomi, edukatif, lingkungan sosial terdakwa.hal tersebut diperlukan 
agar putusan yang akan di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana pencabulan 
sesama jenis tersebut atau putusan pada umumnya mencerminkan nilai-nilai 
sosiologis, filosofis, maupun seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  
Setelah tahap musyawarah majelis hakim selesai maka sampailah pada 
tahap proses panjatuhan putusan. Pada proses penjatuhan putusan kerapkali 
terdapat berbagai faktor hambatan baik yang bersifat internal maupun 
eksternal dan bagaimana pemecahannya.Dalam analisis ini guna mengetahui 
apakah putusan pencabulan sesama jenis tersebut memuat dan menganut 
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pertimbangan  nilai-nilai sosiologis, filosofis, maupun seluruh aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apakah pertimbangan majelis hakim 
pada perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis tersebut cukup 
pertimbangannya ataukah tidak. Agar memenuhi atau setidak-tidaknya 































 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana 
Pencabulan Sesama Jenis di Pengadilan Negeri Surakarta 
  
Sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak 
pidana pencabulan sesama jenis adalah sebagai berikut :  
1. Posisi Kasus. 
Pada kurun tahun 2005 telah terjadi tindak pidana pencabula 
sesama jenis yang dilakukanoleh Dani Tri Kusnanto alias Plowoh pada 
hari Sabtu tanggal 26 Februari 2005 sekitar pukul 12.30 WIB atau waktu 
lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2005 bertempat diwarung 
kosong kampung Begalon RT.02 /04 Panularan Lawyan Surakarta 
terhadap anak laki-laki. Adapun modus operandinya adalah dengan 
mengancam korban dengan berkata “kowe ojo ngandake sapa-sapa nek 
kondo koer tak anu meneh” (kamu jangan bilang siapa –siapa kalau bilang 
nanti kamu tak cabuli lagi). Setelah itu pakaian saksi korban dilepaskan 
oleh terdakwa, yang kemudian saksi korban diterlentangkan di bawah 
meja panjang yang ada di dalam warung kosong tersebut, yang selanjutnya 
skasi korban mencabulinya. Setelah terdakwa puas mencabulinya langsung 
memakai pakaiannya, sendangkan terdakwa pulang. Akibat perbuatannya 
terdakwa tersebut, saksi korban (Ferdianto) menderita luka robek pada 
anus dan luka lecet pada kulit sekitar anus. Dan sesampainya di rumah 
saksi korban sewaktu buang air besar kesakitan dan melaporkan kepada 
ayahnya sekitar jam 10.00 WIB dan menceritakan seluruh kejadian yang 
menimpanya. Setelah ayah saksi korban mengetahui kejadian tersebut 
saksi korban diantar dengan sepeda onthel oleh budenya untuk 
menunjukkan orang yang mencabulinya. Setelah mengetahui orang yang 
mencabuli anaknya, ayah saksi korban melapor ke Polersta Surakarta 
Malam itu. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Dakwaan penuntut umum secara lengkap termaktub dalam 
lampiran salinan putusan No. 156 / PID.B/2005/PN.Ska. 
Bahwa pada intinya penuntut umum mendakwa dengan dakwaan 
Alternatif yaitu sebagai berikut: 
a. Dakwaan kesatu. 
Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 82 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak. 
b. Atau dakwaan kedua  
Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana pasal 292 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Dani Tri Kustanto alias Plowoh bersalah 
melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 292 
KUHP dalam surat dakwaan kedua . 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Trikustanto alias Plowoh 
dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama 
terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa (satu) celana pendek jeans warna biru 
dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah di kembalikan kepada 
pemilik saksi korban Ferdianto, sedangkan baran gbukti yang berupa 1 
(satu) buah celana jeans gojak-gajeg warna biru dikembalikan kepada 
terdakwa Dani Trikustanto alias Plowoh. 
d. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2500,-(dua 
ribu lima ratus rupiah). 
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4. Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa 
a. Menyatakan dakwaan/tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ditolak atau 
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 
b. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan 
terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
Mengadili : 
a. Menyatakan terdakwa Dani tri kustanto alias plowoh telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin 
yang sama”  
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dani Tri kusnanto alias plowoh 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan 
tersebut; 
d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:  
Satu buah celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju kaos 
warna merah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi koran 
Ferdiuanto, sedangkan 1 (satu) buah celana gojak-gajek warna biru 
dikembalikan kepada terdakwa Dani Tri Kustanto alias Plowoh; 
e. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)  
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2005 
dengan susunan Majelis : SOEDJONO, SH., masing-masing sebagai 
Hakim Ketua, BAMBANG KRINAWAN,SH. Dan J.V. 
RAHANTOKNAM, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan 
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 
pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2005 oleh Majelis Hakim yang sama 
dengan dibantu oleh WAHYUDI, SH. Penitera Pengganti dengan dihadiri 
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oleh SRI HARTINAH, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta 
penasehat hukumnya. 
6. Analisis pertimbangan majelis hakim nomor 156 /PIDB/ 2005/PN Ska. 
Berdasarkan putusan nomor156 /PIDB/ 2005/PN Ska dapat 
dikitahui bahwa majelis hakim menggunakan beberapa dasar dalam 
pertimbangan guna menjatuhkan putusan tersebut, yaitu dari pembuktian 
(terbukti setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa) dan 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hukuman yang 
patut diberikan serta rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. 
Bahwa dari segi pembuktian ini berkaitan dengan terbukti atau 
tidak terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum, yang mana nantinya akan menjadi pertimbangan yuridis 
oleh Majelis Hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta 
dalam persidangan yang timbul dan merupakan konsklusi kumulatif dari 
keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang 
diperiksa di persidangan akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari 
tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Dalam kasus ini yang terdapat 
dalam putusan nomor156 /PIDB/ 2005/PN Ska, jaksa penuntut umum 
dengan dakwaan alternatifnya telah memilih untuk membuktikan dakwaan 
yang kedua yaitu pasal 292 KUHP dalam hal ini majelis hakim didalam 
pertimbangan yuridisnya dalam menentukan terbukti atau tidaknya 
terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut: 
Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 292 KUHP adalah sebagai 
berikut: 
a. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang 
diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu. 
Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terdakwa telah 
terbukti telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Ferdianto hal 
ini terlihat dalam pertimbangan majelis hakim dengan adanya bukti 
petunjuk yang mana berdasarkan keterangan saksi korban Ferdianto dan 
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keterangan saksi Maret Sari Pujiwati serta keterangan saksi Harmanto 
(Ayah korban) yang dihubungkan dengan alat bukti surat tanpa Visum Et 
Repertum No Pol : R/VER.2071/II/2005/Poliklinik yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr Nuriyana maka jelas terbukti telah terjadi 
perbuatan cabul sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban ferdianto 
akan tetapi karena terdeakwa menyangkal dengan alasan yang diperbuat 
maka dalam hali majelis hakim juga menghubungkan fakta hukum 
tersebut dengan keterangan aksi lainnya yaitu Widodo dan Saksi 
Abimanyu Sutonto Hadi membuktikan bahwa sekitar jam 12.15 WIB 
terdakwa ada berada diwarung saksi Widodo yang letaknya berdekatan 
dengan warung kosong maka dalam pertimbangan majelis hakim 
berkesimpulan ahwa keterangan saksi Widodo dan Saksi Abimanyu 
Sutanto Hadi tentang keberadaan terdakwa pada jam 12.15 WIB diwarung 
saksi Widodo yang berdekatan dengan warung kosong (TKP) bila 
dihubungkan dengan keterangan saksi korban Ferdianto yang 
kebenarannya diperkuat oleh keterangan Ahli psikologi Dwi Suryaningsih 
maka jelas ditemukan adanya bukti petunjuk bahwa benar keterangan yang 
diberikan oleh saksi pertama bahwa pada sekitar jam tersebut terdakwa 
telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sehingga majelis hakim 
berdasarkan petunjuk tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah 
yang melakukan perbuatan cabul tersebut. Selain itu dengan adanya bukti 
kutipan akta kelahiran No.9170/1996  terbukti saksi korban Ferdianto 
masih termasuk orang yang belum dewasa atau masih anak-anak. Maka 
perbuatan cabul dengan anak dibawah umur pun terpenuhi. 
Berdasarkan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan alat bukti 
terhadap kasus tersebut majelis hakim pada pertimbangan dalam 
pembuktian menurut asumsi penulis sudah tepat karena walaupun terdapat 
bukti-bukti yang ada terdapat dalam persidangan akan tetapi belum dapat 
meyakinkan hakim hal tersebut dapat dilihat dari keterangan terdakwa 
yang menyangkal telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi 
korban Ferdianto dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sampai pada 
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proses persidangan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi 
Vian Sudiar yang menyatakan bahwa saksi Vian Sudiar tersebut berada 
bersama dengan terdakwa dari jam 11.00 wib samapi dengan jam 12.30 
wib dan menyatakan bahwa tidak ada anak kecil masuk kerumah terdakwa 
maka dengan demikian yang memastikan keterangan saksi Vian Sudiar 
tersebut maka majelis hakim melakukan pengamatan dan pemikiran yang 
dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan yang 
dipergunakan dalam persidangan hal tersebut dilihat dari keterangan saksi 
Widodo dan saksi Abimanyu Susanto Hadi tentang keberadaan terdakaw 
pada jam 12.15 wib diwarung saksi Widodo yang berdekatan dengan 
warung kosong (TKP) yang dihubungkan dengan keterangan saksi korban 
Ferdianto yang kebenarannya diperkuat oleh keterangan psikologi Dwi 
Suryaningati maka dengan demikian dengan adanya bukti petunjuk 
tersebut hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwalah yang 
melakukan tindak pidana tersebut, dengan uraian yang telah dikemukakan 
diatas maka  sudah cukup jelas bahwa majelis hakim mempergunakan alat 
bukti petunjuk sebagaimana tampak pada batasannya pada ketentuan Pasal 
188 KUHAP ayat (1) yang menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, 
kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam 
penggunaan alat bukti petunjuk tersebut pada kasus tersebut telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP ayat (3) yang mana alat bukti 
petunjuk hanya dapat dibentuk dengan menggunakan keterangan saksi, 
surat dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam persidangan, baik 
dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda . Yang penting 
alat bukti petunjuk harus dibentuk melalui minimal dari dua alat bukti 
yang dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya. Alat bukti petunjuk 
hanya dapat dibentuk oleh hakim setelah memeriksa alat-alat bukti, 
bahkan semua alat bukti. Artinya, alat bukti petunjuk ini hanya dibentuk 
hakim melalui pertimbangan hukum dalan putusan.  
  lii 
b. Dilakukan oleh orang yang jenis kelaminnya sama. 
Dalam hal pemenuhan unsur ini maka bahwa berdasarkan dari 
fakta hukum yang dalam persidangan baik dari identitas terdakwa maupun 
keberadaan terdakwa secara fisik bahwa terdakwa adalah seorang yang 
berjenis kelamin laki-laki, sehingga jelas unsur ini pun telah terpenuhi dan 
terbukti secara langsung. Dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan 
kedua tersebut majelis hakim dalam menjatuhkan putusan disamping 
berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan 
tindak pidana, hakim berdasarkan pasal 183 KUHAP juga harus dengan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimaksud alat bukti 
yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP adalah : 
a. keterangan saksi 
b. keterangan ahli 
c. surat 
d. petunjuk 
e. keterangan terdakwa 
Dalam kasus pencabulan ini keyakinan hakim berdasarkan alat 
bukti yang didapat dalam persidangan sebagai dasar menjatuhkan putusan 
bagi terdakwa adalah : 
- keterangan saksi korban dari keluarganya serta saksi yang berada di 
tempat kejadian perkara 
- surat, yaitu hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh poliklinik 
Polwil Surakarta yang dibuat oleh dr. Nuriyana dan akta kelahiran 
saksi korban. 
- Bukti petunjuk, yaitu dari bentukan hakim yang diperoleh dari cara 
menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi surat 
dan keterangan terdakwa. 
Setelah semua unsur terbukti dan azas minimum pembuktian telah 
terpenuhi sebagaimana yang terdapat daalam ketentuan Pasal 183 
KUHAP, maka penulis akan memulai pada pertimbangan mengenai hal 
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yang memberatkan dan meringankan terdakwa Dani Tri Kustanto alias 
Plowoh yaitu sebagai berikut : 
Hal yang memberatkan : 
- terdakwa tidak mengakui perbuatannya 
- perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban. 
Dalam perihal tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut sangatlah 
lazim atau cenderung dilakukan oleh terdakwa guna menghindari 
kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa 
berbohong dari perbuatan tidak mengakui perbuatannya meskipun bukti 
dan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa 
terdakwalah yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sehingga majelis 
hakim menilai bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab serta tidak 
beritikad baik yang melekat pada diri terdakwa, maka hal inilah yang 
memberatkan terdakwa.  
Sedangkan perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan koran, 
majelis hakim menilai pula perbuatan terdakwa juga dapat mempengaruhi 
segi psikologi korban yang dapat berakibat trauma yang mendalam 
mengingat korban masih dibawah umur. Dengan demikianlah 
pertimbangan hakim mengenai hal yang memberatkan. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana 
setiap hakim secara pribadi harus dapat melihat secara objektif dari kasus 
yang ditanganinya, maka hakim harus bisa bersikap adil terhadap sisi 
buruk maupun sisi positif yang melekat pada diri terdakwa jadi hal-hal 
yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim yakni sebagai 
berikut: 
 Hal –hal yang meringankan. 
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan. 
- terdakwa belum pernah dihukum. 
- terdakwa berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki 
sikap dan tindakannya dikemudian hari untuk mengarah kepada 
perbuatan yang baik. 
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Dalam hal yang meringakan terdakwa majelis hakim 
mempertimbangkan bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidanan 
menunjukkan bahwa terdawa masih memiliki sifat yang baik, walaupun 
disisi lain ia telah melakukan perbuatan tindak pidana. Selain itu terdakwa 
dimungkinkan dapat memperbaiki dirinya agar kepribadiannya menjadi 
lebih baik lagi. 
Mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa guna putusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa mencerminkan nilai-nilai sosiologi filosofi dan yuridis penulis 
sependapat dengan asumsi Lilik Mulyadi bahwa “Selayaknya sebelum 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan. Sebagaimana di introdusir ketentuan pasal 197 ayat (1) 
huruf KUHAP. Kemudian mengenai lamanya pidana 
(sentencing/straftoemeting) majelis hakim selain bertitik tolak pada aspek 
tersebut di atas, juga haruslah mengacu pada berat dan sifat kejahatan yang 
dilakukan terdakwa sesuai dengan Surat Edaran MA Nomor 1 tahun 2000 
tanggal 30 juni 2000. guna memberikan deskripsi memadai tentang aspek 
tersebut maka berikut ini penulis kutipkan dasar pertimbangan putusan 
hakim yang mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis yang 
tampak pada putusan pengadilan negeri kandangan Nomor 
161/Pid.B/1996/PN.Kgn tanggal 12 februari 1997, sebagai berikut : 
“Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya 
meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 
sembilan tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di 
jalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau 
straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa 
yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan 
penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu 
berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka 
untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis hakim 
untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis 
yang telah dipertimbangkan di muka, yaitu aspek psikologis/ kejiwaan 
terdakwa, faktor lingkungan sosial, faktor edukatif dan agamis dimana 
terdakwa bertempat tinggal dan di besarkan;” 
 
  lv 
“Menimbang, bahwa dari aspek psikologis/kejiwaan terdakwa 
dimana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu 
gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala 
schizopherenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh 
terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis” 
“Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial/milieu, 
yakni dengan melihat lingkungan dan atau terdakwa tinggal dan 
dibesarkan yang alamnya subur, ramah, dan kaya akan hasil sungai/rawa, 
maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk 
tingkah laku negatif, tipe kasar, sadistis, serta emosional.” 
“Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa 
yang hanya sampai kelas III MTS dan terdakwa sebagai orang yang 
beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan 
pembunuhan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi 
dihubungkan dengan masyarakat kandangan yang religius/agamis, maka 
maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan 
dengan norma-norma yang hidup antar pribadi yang begitu melekat erat 
dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan.” 
“Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-
hari banyak masalah negatif  timbul akibat tindak pidana ini maka oleh 
karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah 
merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif 
atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat 
seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan konstruktif, dan motivatif agar 
tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat 
lainnya.” 
“Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak bersifat yuridis, aspek 
kejiwaan/psikologis, aspak lingkungan social/milieu, terdakwa tinggal dan 
dibesarkan dan memperhatikan segi edukatif dan agamis terdakwa maka 
majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana penuntut umum yang 
menuntut sembilan tahun penjara dirasakan cukup berat.” 
“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis 
berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas 
diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini 
menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.”(Lilik mulyadi.2007.199-201). 
      
Mengenai hal tersebut menurut Bapak hakim Simanjuntak, 
mengatakan selain mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan 
yuridis, putusan hakim juga harus mencerminkan seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara, seperti ideologi, adat istiadat, dan segala norma-
norma yang berlaku di Negara Indonesia. Akan tetapi dalam kasus ini ada 
beberapa pertimbangan yang diabaikan seperti jenis hukuman, lamanya  
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hukuman, status penahanan, penahanan lanjutan, serta barang bukti, maka 
terhadap putusan ini menurut beliau pertimbangannya kurang dan apabila 
kasus ini sampai pada tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung putusan ini 
batal demi hukum. 
Dari segi hukum yang patut diberikan, terdakwa dijatuhkan pidana 
selama 1 (satu) tahun dan menerima putusan tesebut sehingga putusan 
tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan wawancara dengan 
hakim Simanjuntak, SH beliau mengatakan bahwa seharusnya majelis 
hakim dalam kasus tersebut harus memperhatikan asas lexs specialist 
deograt generalis, jadi hakim harus memilih salah satu rumusan yang 
mengatur secara spesifik lagi artinya harus menggunakan UU 
perlindungan anak bukan menggunakan KUHP.  
Disamping itu dalam hal segi hukuman yang patut diberikan erat 
pula hubungannya dengan surat dakwaan yang mana di jadikan sebagai 
dasar bagi majelis hakim melakukan pemeriksaan di depan persidangan 
yang di susun oleh jaksa penuntut umum . Pada hakikatnya, hakim tidak 
boleh mengubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan oleh putusan 
Mahkamah Agung RI No.589 K/PID/1984 tanggal 17 oktober 1984dan 
hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak 
diperkenankan menjatuhkan pidana kepada perbuatan terdakwa yang tidak 
didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana 
ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.321K/Pid/1986 
tanggal 26 Mei 1984. Akan tetapi, terhadap hal ini ada perkembangan 
menarik dan merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung RI. 
Menurut Putusan mahkamah Agung RI No. 693 K/Pid/1986 tanggal 12 
Juli 1986 tanggal 21 Maret 1989 bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana 
dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan misalnya terdakwa 
didakwa secara tunggal melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, tetapi yang 
terbukti adalah Pasal 360 ayat (2) KUHP, terdakwa dijatuhi pidana sesuai 
dengan  Pasal  360 ayat (2) KUHP walaupun Pasal ini tidak didakwakan, 
atau berdasarkan Putusan mahkamah Agung RI No.818 K/Pid/1984 
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apabila didakwa secara tunggal melanggar Pasal 310 KUHP, tetapi yang 
terbukti adalah Pasal 315 KUHP, terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai 
dengan Pasal 315 KUHP walaupun Pasal ini tidak didakwakan karena 
Mahkamah Agung berpendirian bahwasanya hal tersebut dapat dijatuhi 
pidana asalkan tindak pidana yang sejenis.(Lilik Mulyadi.2007:94-95) 
Dari uraian diatas tersebut jika di hubungkan dengan kasus 
pencabulan sesama jenis tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam surat 
dakwaan yang di susun secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
mana diketahui  yang di gunakan pada dakwaan kesatu menggunakan 
Undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2003 dengan Pasal 82 dan 
pada dakwaan kedua Pasal 292 KUHP, dalam hal ini majelis hakim juga 
dapat menjatuhkan salah satu Pasal atau dasar hukum materil tersebut 
yang mana sifatnya lebih ringan, akan tetapi disamping tersebut majelis 
hakim juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa yang 
menjadi korban kejahatan (victim) tersebut adalah anak dibawah umur 
maka sepatutnya hukuman  yang dijatuhkan  lebih dari 1 tahun yang mana 
lebih berat dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana 
pencabulan tersebut baik dengan dasar Undang-undang perlindungan anak 
pada Pasal 82 maupun dengan Pasal 292 KUHP. Akan tetapi menurut 
asumsi penulis sepatutnya yang  di gunakan oleh majelis hakim adalah  
Undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2003 dengan Pasal 82 
walaupun Jaksa Penentut Umum memilih Pasal 292 KUHP, mengingat 
ketentuan tersebut lebih mengatur tentang perlindungan anak yang sifatnya 
lebih khusus (lexs specialist deograt generalis), . 
Setelah mengkaji mengenai hukuman yang patut diberikan 
terdakwa kini tiba saatnya penulis mengkaji  rasa keadilan bagi korban 
maupun keluarganya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa putusan hakim  
sepatutnya mengandung nilai-nilai sosiologi, filosofis dan yuridis, maka 
terhadap rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya, Bapak hakim 
Simanjuntak berpendapat tidak mencapai rasa keadilan , hal tersebut dapat 
ditinjau bahwa dalam putusan kasus ini tidak mempertimbangkan aspek 
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psikologis korban, yang mana sebagai kita ketahui bahwa korban dengan 
terdakwa berada dalam tempat tinggal yang berdekatan, akan tetapi 
mengapa hanya diberikan hukuman satu tahun penjara, mengingat demi 
kepentingan pertumbuhan aspek psikologis korban yang masih dibawah 
umur maupun keluarganya. Disamping mempertimbangkan aspek 
psikologis korban majelis hakim juga harus mempertimbangkan pula 
psikologi terdakwa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa putusan 
merupakan puncak nilai-nilai keadilan yang juga menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. Akan tetapi dalam hal ini majelis hakim sepatutnya juga 
lebih mengutamakan segi psikologis koban demi perkembangan dan 
pemulihan keadaan psikologis korban dan keluarganya. 
Berdasarkan hasil uraian sebagaimana yang telah dikemukakan 
diatas maka menurut asumsi penulis bahwa dalam kasus pencabulan 
sesama jenis tersebut terdapat beberapa kesalahan baik dari surat dakwaan 
yang disusun oleh Jaksa Penentut Umum maupun dari pertimbangan 
majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut diantaranya yakni, dari 
segi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak 
mengindahkan asas lexs specialist deograt generalis tersebut padahal 
apabila di tinjau dari segi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu yaitu Undang-undang 
perlindungan anak Pasal 82 tersebut akan tetapi Jaksa Penuntut Umum 
dalam surat tuntuntannya lebih memilih Pasal 292 KUHP. Sebagaimana 
kita ketahui bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi majelis hakim 
dalam melakukan pemeriksaan di depan persidangan. Dari segi 
pertimbangan majelis hakim sendiri terdapat beberapa hal yang tidak 
dijadikan pertimbangan yakni dalam perihal seperti jenis hukuman, 
lamanya  hukuman, status penahanan, penahanan lanjutan, serta barang 
bukti, maupun pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor sosial, 
lingkungan, edukatif dan kejiwaan terdakwa yang seharusnya diuraikan 
dalam putusan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf f. Sehingga dalam putusan tersebut tidak mengindahkan 
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Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2000. Dengan demikian 
pertimbangan pada putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai 
sosiologis yang bertujuan agar perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh 
masyarakat. Dari segi filosofis pada putusan tersebut tidak tercermin hal 
tersebut yakni nilai-nilai keadilan yang termaktub dalam Pancasila (1) dan 
UUD 1945. Sedangkan dari yuridisnya pertimbangan pada putusan 
tersebut kurang mempertimbangkan asas-asas hukum umum seperti  asas 
lexs specialist deograt generalis tersebut, sehingga tidak memenuhi tujuan 
dari hukum yakni menemukan dan mendekati kebenaran materil yang 
mana mencapai nilai-nilai keadilan.  
 
B. Hambatan–Hambatan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana 
Pencabulan Sesama Jenis di Pengadilan Negeri Surakarta 
 
Putusan pemidanaan dapat dikatakan menempati posisi yang sental 
dalam sistem  penyelenggaraan hukum pidana. Hal ini di sebabkan karena 
pemidanaanakan mempunyai konsekuensi yang berdimensi luas tidak hanya 
kepada pelaku, korban / keluarga korban akan tetapi juga kepada masyarakat 
luas, sehingga apabila putusan pemidanaan dirasakan bertentangan dengan 
rasa keadilan maka dapat menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan 
berakibat munculnya ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi badan–
badan peradilan. 
Sebagai salah satu pilar penegak hukum, hakim mempunyai tanggung 
jawab yang besar karena tidak saja ia harus menerima perkara yang di ajukan 
kepadanya walaupun sering kali perkara itu tidak jelas tidak lengkap bahkan 
tidak ada peraturannya sama sekali tetapi juga ia harus dapat memutuskan 
perkara yang di tangani secara adil dan memuaskan semua pihak yang 
berperkara di persidangan apalagi pada saat ini dimana dalam era keterbukaan 
setiapputusan yang dijatuhkan diawasi dan dinilai secara langsung oleh 
masyarakat . Oleh sebab itu hakim seharunya berperan aktif untuk menggali 
hukum baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukim yang 
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hidup dan berkembang dalam masyarakat agar setiap putusan yang diambil 
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 
Dalam mejalankan tugasnya mengadili hakim tidak bisa melepaskan 
diri dari sifat kemanusiawiannya karena pekerjaan yang dilakukan lebih 
banyak menggunakan akal pikiran dan perenungan hati sanubari sehingga 
karena adanya sifat kemanusiawian itu yang seringkali menimbulkan 
hambatan dalam menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Simanjuntak SH Hakim pada 
Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 beliau 
mengatakan dalam beberapa kasus singkatnya waktu penahanan guna 
pemeriksaan dapat dikatakan merupakan faktor yang menjadi hambatan bagi 
hukum dalam menjatuhkan putusan pidana, akan tetapi dalam kasus 
pencabulan terhadap sesama jenis hal itu bagi majelis hakim dipandang bukan 
merupakan suatu hambatan karena dapat disiasati dengan cara memadatkan 
jadwal persidangan. hambatan yang kedua terdakwa membantah hampir 
seluruh keterangan para saksi, majelis hakim dalam memecahkan hambatan 
tersebut mendasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang di ajukan 
dalam persidangan yang mengacu bahwa terdakwalah yang melakukan tindak 
pidana pencabulan sesama jenis tersebut.  
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Berdasarkan hasil penelitian, analisis hasil dan pembahasan dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.: 
1. Pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
pencabulan sesama jenis tersebut,  di tinjau dari segi terbukti atau tidaknya 
pidana yang didakwakan dan apakah memenuhi asas minimum 
pembuktian, dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
serta memenuhi asas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam 
pasal 183 KUHAP. Apabila di tinjau mengenai hal-hal yang memberatkan 
majelis hakim ada beberapa hal yang tidak di jadikan pertimbangan yakni 
hal jenis hukuman, lamanya pemidanaan yang akan di jatuhkan, status 
penahanan, dan barang bukti  yang di ajukan dalam persidangan, 
Sedangkan hukuman yang patut di berikan kepada terdakwa majelis hakim 
yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sangat tidak tepat karena 
seharusnya memperhatikan asas lexs specialist degorat lexs generalis, 
yang mana hakim mengenyampingkan hukum umum dengan 
menggunakan hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan 
terhadap anak yaitu Undang-undang No.23 tahun 2003. Dari segi rasa 
keadilan bagi korban dan keluarganya putusan hakim tersebut tidak 
mencerminkan nilai-nilai keadilan. Maka dapat di simpulkan 
pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pencabulan sesama 
jenis tersebut tidak mengandung atau mencerminkan aspek pertimbangan 
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2. Hambatan yang ada dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
pencabulan sesama jenis tersebut yakni singkatnya masa penahanan 
terhadap terdakwa akan tetapi dalam pemecahan hambatan tersebut 
majelis hakim melakukan upaya memadatkan jadwal persidangan 
sehingga sebelum jangka waktu masa penahanan habis perkara tersebut. 
Mengenai hambatan yang kedua terdakwa membantah hampir seluruh 
keterangan para saksi, majelis hakim dalam memecahkan hambatan 
tersebut mendasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang di ajukan 
dalam persidangan yang mengacu bahwa terdakwalah yang melakukan 
tindak pidana pencabulan sesama jenis tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya menguji terlebih 
dahulu terhadap putusan yang akan di jatuhkan dengan 4 kriteria dasar 
pertanyaan (the 4 way test) berupa:  
a. Benarkah putusanku ini 
b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan 
c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan 
d. Bermanfaatkah putusanku ini 
Dengan demikian putusan yang akan di jatuhkan mencapai hasil 
yang optimal yang mana mengandung nilai-nilai keadilan, sosiologis, 
filosofis, serta mengandung pula nilai-nilai seluruh aspek berbangsa dan 
bernegara. Yang nantinya menjadi catatan tersendiri hakim yang 
bersangkutan dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tersebut. 
2. Diperlukannya lembaga eksaminasi di setiap pengadilan negeri di seluruh 
Indonesia yang beranggotakan dari elemen mahasiswa dan praktisi hukum 
agar putusan yang di buat oleh hakim telah sesuai dengan asas-asas hukum 
yang berlaku baik dari segi doktrina maupun praktiknya dan putusan 
tersebut dapat dikaji secara ilmiah oleh para akademisi serta  yang akan 
memperbaiki kondisi dunia peradilan di Indonesia.  
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